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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 
 

1. Hukum yang dimiliki Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelanggaran 

pengaturan skor adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang 

Tindak Pidana Suap karena ada beberapa unsur yang sesuai antara 

pelanggaran pengaturan skor dengan Undang-Undang Tindak Pidana 

Suap tersebut.   

2. PERBASI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi 

apabila anggota PERBASI melanggar kode etik yang ditetapkan oleh 

FIBA dalam bola basket nasionalnya sendiri secara independen sejauh 

tidak menyampingkan hukum nasionalnya sendiri. 

3. FIBA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa 

yang terjadi dalam olahraga basket internasional. 

4. Di dalam peraturan yang berlaku saat ini terlihat tidak adanya sinergi 

antara kewenangan yang dimiliki oleh KONI, BOPI, dan dalam 

menjatuhkan sanksi. KONI dan BOPI memiliki kewenangan untuk 

membentuk komisi Ad-Hoc dalam kasus yang terjadi di IBL pada tahun 

2017 lalu, akan tetapi kedua lembaga tersebut tidak berperan aktif dalam 

melakukan kewajibannya untuk menegakan sanksi. Padahal kewenangan 

yang dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi tersebut sudah jelas 

ruang lingkupnya. Karena seluruh lembaga atau organisasi tersebut 

memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi. 

5. PERBASI sebagai induk olahraga basket Indonesia yang merupakan 

anggota dari FIBA tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. 

Adanya beberapa pelanggaran seperti yang disampaikan di dalam kode 

etik FIBA tentang kesejahteraan pemain dalam mendapatkan gaji, 
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hingga pelanggaran pengaturan skor yang terjadi di IBL. Karena 

PERBASI tidak bersikap tegas dalam menanggulangi masalah yang 

terjadi. PERBASI tidak menjalankan kewajibannya di dalam pasal 7 ayat 

3 AD/ART PERBASI, dimana berkewajiban untuk mengawasi dan 

membimbing setiap anggotanya untuk melaksanakan peraturan bola 

basket sesuai yang ditetapkan oleh FIBA.  

6. IBL tidak menegakan hukumnya secara tegas karena pelaku tidak 

membayar denda yang harus dibayarkan dan tidak ada tindak lanjut atas 

denda tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 

sanksi yang sudah diputus. 

7. PERBASI dan IBL tidak transparan dalam menjatuhkan sanksi yang 

dikenakan kepada 2 Pemain Asing yang terlibat dalam Pengaturan Skor. 

Kepastian Hukum yang tidak diberikan kejelasan menimbulkan 

ketidakadilan yang merugikan 9 pelaku lainnya. 

5.2  SARAN 
 

1. Hukum Nasional harus memberikan batasan yang jelas terhadap 

kewenangan setiap organisasi non-pemerintah yang membantu 

pemerintah seperti BOPI dan PERBASI dalam bentuk Peraturan Menteri 

Pemuda dan Olahraga agar dapat dibedakan dengan jelas kewenangan 

setiap organisasi tersebut. 

2. Dengan adanya aturan yang sudah ada sekarang, Indonesia harus 

memperbaiki pemetaan kedudukan yang harus dibuat yang meliputi 

tanggung jawab, kewenangan, serta kedudukan dan peran aktif yang 

dimiliki oleh setiap organisasi antaran organisasi satu dengan yang lain.   

3. Indonesia harus merevisi Perundang-Undangan tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional yang dimiliki Indonesia dan menambahkan 

sanksi mengenai tindak pidana dalam lingkup olahraga agar menjamin 

kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga 

yang ada di Indonesia. 
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4. PERBASI dan IBL harus menegakkan kewenangannya dalam 

menjatuhkan sanksi yang tegas kepada Klub basket yang tidak 

melakukan tugasnya dalam hal kesejahteraan pemain. 

5. Diperlukan komitmen dari setiap unsur yang terkait di dalam kegiatan 

olahraga basket, bersama dengan penegak hukum untuk menjalankan 

kegiatan olahraga dengan tegas, jujur dan adil sehingga pelanggaran 

pengaturan skor dalam olahraga basket dapat diberantas di Indonesia. 

Contoh nyata dari komitmen tersebut adalah perjanjian yang 

ditandatangani oleh setiap subyek yang berkaitan dengan olahraga 

basket dan menyetujui komitmen tersebut.   
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